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Abstrak 
Masalah utama sering dihadapi suami istri adalah dampak dari suatu masalah apalagi 
masalah impoten. Ketidakmampuan suami ataupun istri bertahan dalam kondisi tubuh 
yang tidak kuat dalam hal ini impoten akan menyebabkan ketidakharmonisan suami 
istri yang mudah memicu terjadinya perceraian. Penulis telah meneliti tentang 
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Akibat Suami Impoten (Studi Putusan 
Nomor 91/Pdt.G/2016/Pa.Sgm). Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 
kualitatif yang menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data, 
disimpulkan; Perspektif hukum Islam perceraian dengan alasan suami impoten 
merupakan kebolehan dalam hukum islam karena ada timbangannya untuk meminta 
apakah talah atau tidak dengan pasangannya. Berdasarkan putusan melihat di buku 
Sirojul Wahaj, hal tersebut dibolehkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan 
umum dan substansinya adalah sejalan dengan maqasid syariah. Telah sejalan dengan 
alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 
tahun tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI dan kitab Sirojul Wahajab. hakim 
mengabulkan gugatan penggugat berdasarkan tinjuan hukum Islam dan Undang-
Undang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah yang memberikan putusan mencegah 
terjadinya pengabaian hak-hak kemanusiaan yang seharusnya didapatkan isteri. 
Terakhir, Perlu pemberitahuan media cetak, seminar/majlis ta’lim terhadap 
pembahasan diatas supaya masyarakat memahami pentingnya sebuah keluarga dan 
kepada para isteri yang menemui kasus seperti diatas, janganlah terlalu cepat 
menuntut cerai tetapi cobalah bermusyawarah terlebih dahulu.  
Kata kunci: Perceraian, Impoten. 
Abstract 
The main problem that is often faced by husband and wife is the impact of a problem, 
especially the problem of impotence. The inability of a husband or wife to survive in a 
weak body condition, in this case impotence, will lead to disputes between husband 
and wife which can easily lead to divorce. The author has researched the Islamic 
Law Study on Divorce Due to a Powerless Husband (Study Number 91 / Pdt.G / 2016 
/ Pa.Sgm). The author uses descriptive qualitative research that uses literature 
studies and interviews to obtain data, he concluded; The prospect of Islamic divorce 
law on the grounds that the husband is helpless is permitted by law. There is no 
fasakh in marriage because there is shame, but Islamic law allows a woman to 
choose a divorce from her helpless husband, on the basis of a compromise of values 
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN AKBAT SUAMI IMPOTEN (Studi Putusan 
Nomor: 91/Pdt.G/2016/PA.Sgm.)  
                                                                     Munawwir, Muh Saleh Ridwan, Patimah 
QaḍāuNā Volume 2, Edisi Khusus, Oktober 2021.  | 743 
or concepts that is fine as long as it does not contradict the maqasid of sharia. As the 
judge in his decision refers to the book Sirojul Wahaj, this is allowed on the basis of 
considerations of general benefit and its substance is in accordance with the maqasid 
sharia, namely the achievement of justice in the household. It is in accordance with 
the reasons for divorce as formulated in article 19 letter f) PP n ° 9 of 1975 in 
conjunction with article 116 f) KHI and the book of Sirojul Wahajab. The judge 
granted the plaintiff's petition on the basis of the revision of Islamic law and 
marriage law as well as a government regulation that provides a decision preventing 
the neglect of human rights that should be obtained by the wife. Finally, there is a 
need for socialization through printed media, seminars / ta'lim assemblies in the 
above discussion so that people understand the importance of a family and for wives 
who face cases like the one above, don't sue too quickly. divorce but try to consider it 
first. Then, young men and women who want to get married can learn more about the 
deep meaning of the purpose of marriage so that they are wiser in facing the 
challenges of domestic life. 
Keywords: Divorce, Impotent 
A. Pendahuluan 
Penyebab perceraian karena perceraian sangat banyak. Contohnya pasangan dalam 
rumah tangga yang bertengkar secara terus menerus dalam istilah fikih disebut 
syiqaq.1  
Keharmonisan dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota keluarga yang 
berhasil berarti menciptakan kedamaian lahir dan batin karena terpenuhinya 
kebutuhan hidup dan kehidupan lahir batin, sehingga terjadi kebahagiaan dan 
kasih sayang di antara anggota keluarga. Namun, bagi banyak di antara mereka, 
cita-cita pernikahan tidak tercapai dengan baik, karena berbagai alasan. Apakah 
karena faktor ketidakcocokan atau faktor lain seperti tidak memiliki anak, namun 
pada dasarnya dari berbagai alasan tersebut kita harus berpikir jernih apakah 
keturunan atau anak-anak memiliki peran penting dalam makna sebuah 
pernikahan. Jika melihat asal muasal perkawinan, kita harapkan adalah tujuan, 
misalnya: pemenuhan pedoman. Jika tidak ada alasan atau alasan yang tidak 
masuk akal, maka perceraian seperti itu sudah menghilangkan nikmat yang Allah 
 
1Abd. Rahmah Ghazaly, Fiqh Munakahat, (Cet. 2; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 
2010), h. 241. 
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berikan kepadanya dan telah berbuat jahat kepada istrinya. Oleh karena itu, 
perceraian tidak disukai oleh Allah swt. 
Impotensi adalah kelainan seksual yang menghalangi pria untuk berhubungan 
seks. Padahal, salah satu tujuan perkawinan adalah agar pasangan dalam rumah 
tangga secara legal menyalurkan hasrat seksualnya, namun banyak orang yang 
tidak dapat memenuhi kewajibannya. 
Dengan demikian jelaslah bahwa yang dikatakan tidak berdaya pada uraian di atas 
menurut bahasanya adalah orang yang tidak mampu berhubungan seks, sedangkan 
menurut istilah syara 'adalah orang yang tidak mampu berhubungan seks. 
hubungan seksual di alat kelamin istrinya.2 
Sementara itu, ulama lain mengatakan jika salah satu suami istri melakukan 
kesalahan pada pihak lain sebelum akad nikah atau mengetahuinya setelah akad, 
tetapi bersedia atau ada tanda-tanda keinginannya, maka di kemudian hari ia tidak 
diperbolehkan lagi. mengajukan gugatan cerai karena wakil ini.3 
Salah satu perkara yang telah di putus pada Pengadilan Agama KLS II A 
Sungguminasa, yaitu perkara dengan  Nomor 91/Pdt.G/2011/PA/Sgm. SW binti 
MB umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, 
bertempat kediaman di Kelurahan G, Kecamatan H, Kabupaten Gowa, yang 
selanjutnya disebut penggugat.4 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan 
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan 
pandangan yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian 
 
2Muhammad Abdul Ghoffar, Menyikapi Tingkah Laku Suami, (Jakarta: Almahira, 2006), h. 
300. 
3Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: 
Kencana, 2010), h. 137 
4Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan 
No: 291/Pdt.G/2016/PA.Sgm., diperolah pada tanggal 15 Juli 2020, h. 1-3. 
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atau lebih, hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan 
fakta yang ada dengan fakta yang ada dan pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan 
pendekatan induktif, dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, 
wawancara, selain itu penulis juga melakukan studi literatur dengan menelaah 
buku, literatur dan peraturan perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum 
yaitu penulis menggali, menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-
undangan yang mengatur semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Perceraian Karena Suami Impoten 
Untuk memberi wawasan dan membuat konsepsi selanjutnya lebih mudah 
dipahami, maka disitir pendapat Abdurrauf tentang hukum. Menurutnya, hukum 
adalah peraturan-peraturan yang terdiri atas ketentuan-ketentuan suruhan dan 
larangan yang menimbulkan kewajiban dan atau hak. Menurut abu a’la al-maududi 
bahwa secara teknis istilah hukum hanya diterapkan pada peraturan-peraturan 
yang dapat ditegakkan oleh kekuasaan memaksa dari negara. Menurutnya, tidak 
seorang pun yang berusaha memahami hakekat hukum yang sebenarnya, dapat 
merasa puas hanya dengan membatasi perhatiannya kepada hukum-hukum 
semacam itu saja. Dia perlu mempertimbangkan pedoman-pedoman moral dan 
sosial yang diajarkan oleh suatu ideologi tertentu, karena hanya dengan inilah dia 
mampu menghayati semangat dan sasaran hukum, untuk membentuk suatu 
pendapat kritis mengenai untung ruginya.5 
Akan tetpai, hukum syariah yang kita ketahui meliputi lima prinsip yaitu 
perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Dari kelima nilai 
universal Islam ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (hifdzu 
al nasl). Oleh sebab itu, Syekh Ibrahim dalam bukunya al Bajuri menuturkan 
 
5Patimah, Studi Kritsi terhadap Pertautan antara Hukum Islam dan Hukum Adat dalam 
Sistem Hukum Nasional, (Cet. I; Samata: Alauddin University Press, 2011), h. 17. 
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bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan ranjang yang mendapatkan 
legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari’atkan 
pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur.6 
Impotensi sebagai alasan perceraian diakui secara tegas oleh Islam seperti halnya 
Rasulullah. Memberi keputusan kepada pelapor yang berpaling kepadanya untuk 
meminta cerai suaminya karena tidak berdaya. 
QS Ar-Rum/30:21: 
ٗجاِل ِ َومِ  ِأَۡزَوَٰ
ۡ ُكم ۡنِأَنفمس  ِم   ۦِٓأَۡنَِخلََقِلَُكم ت ه  لَِۡنَِءايَ َٰ
ِ
نمٓوْاِا َِوَجعَِِۡۡيَاتَۡسكم َ ِل  َِذَٰ ِِف  نَّ
ِ
ِا ٗةَِوَرۡۡحَة ًۚ َودَّ ِمَّ َلِبَيۡنَُكم
وَنِِ ٖتِل  قَۡوٖمِيَتَفَكَّرم  َلأٓيَ َٰ
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
Isteri-Isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.7 
Kompilasi hukum Islam menyebutkan jika suami tidak memenuhi kewajibannya, 
istri dapat menggugat cerai karena pada dasarnya dalam perkawinan harus 
memberikan dukungan batin kepada suami atau istri, untuk tujuan pernikahan 
adalah untuk mereproduksi keturunan.8  
Menurut mazhab Hanafi, memotong alat kelamin sama dengan impotensi, kecuali 
pada dua masalah yaitu pelecehan langsung dan adanya keturunan untuk memiliki 
anak, dan hakim dapat menilai apakah ada permintaan dari seorang perempuan 
dengan syarat Bahwa perempuan itu mandiri, baliqh, tidak bercela yang ditutupi 
daging dan tulang kemaluan. Istri tidak mengetahui kondisi suaminya seperti itu 
sebelum menikah dan istri tidak mau mencari tahu. Oleh karena itu, istri 
 
6Muhammad Saleh Ridwan, Perkawianan Dibawah Umur (DINI), (Jurnal Qadauna Volume 2 
Nomor 1, 2015), h. 18. 
7Kementerian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahannya, h. 572 
8Agus Salim Razak, Panmud Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, Wawancara, 10 Juli 2020. 
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diperbolehkan menuntut fasakh dari suaminya. Dapat disimpulkan bahwa Maliki 
dan Asy'Syafi'i sependapat dengan impotensi yang merupakan salah satu jenis 
cacat yang terdapat pada laki-laki (suami), sehingga perkawinan dapat dibatalkan 
jika perempuan tersebut memintanya. 
Syafi'i menyatakan bahwa istri memberikan penderitaan kepada suaminya yang 
tidak berdaya selama setahun. Jika dia (suami) berhasil atau sembuh (tidak apa-
apa), tetapi jika tidak, istri dapat memilih antara tetap bersama suaminya atau 
bercerai. Orang yang memberi hak kepada istri untuk bebas memilih apakah akan 
bercerai atau tidak dan memutuskan perkawinan jika dia (istri) adalah hakim. 
Konklusinya bahwa menurut Asy'Syafi'i ini, jika suami tidak berdaya, maka istri 
berhak menuntut gagalnya perkawinan dengan hakim dan hakim dapat 
memutuskan perkawinan tersebut. suami istri melalui suatu proses dan terbukti 
bahwa suami tidak berdaya. Salah satu syarat yang diberikan Asy-Syafi'i sebelum 
pernikahan diputuskan, perempuan itu disuruh menunggu setahun dengan harapan 
penyakit suaminya akan sembuh. 
Empat pendapat beserta dalilnya, mahzab hanafi, maliki, syafi'i dan hanbal 
berpendapat bahwa mereka berhak menggugat hakim atas cerai jika suami tidak 
berdaya karena dengan disabilitas tersebut seorang laki-laki tidak lebih dapat 
menjamin nafkah batin sang wanita, baik tujuan utamanya adalah keturunan. 
Mereka juga sepakat bahwa suami sedang mengalami masa sulit dalam setahun 
sesuai dengan teladan Khalifah Umar sehingga selama periode ini suami istri bisa 
berusaha untuk merawatnya dengan harapan agar ketidakberdayaannya bisa 
sembuh. Mempertimbangkan kemungkinan penundaan periode satu tahun untuk 
memberikan kemungkinan berhubungan seks.9 
 
9Abdul A’ala Maududi, Kawin dan Cerai Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 
h. 102. 
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2. Pertimbangan dan Alasan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami 
Impoten Di Pengadilan Agama Sungguminasa 
PRIMER: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 
2. Mengizinkan Pemohon, Muhammad Kurnia Rahim, S.Pd. bin H. Abd. 
Rahim Hasan, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Andi 
Yulia Muliati, S.Pd. binti Patta Muhammad, di depan sidang Pengadilan 
Agama Sungguminasa; 
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;  
SUBSIDER:  
Mohon putusan yang seadil-adilnya; 
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan 
Termohon hadir sendiri di persidangan; 
Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon dengan 
Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, ternyata upaya 
tersebut berhasil; 
Bahwa, dalam persidangan Pemohon mengajukan permohonan 
percabutan   permohonan secara lisan dan menyatakan tidak akan melanjutkan 
perkaranya dengan alasan telah kembali rukun dengan 
Termohon; 
Bahwa atas pecabutan perkara tersebut, Termohon menyatakan 
menyetujui dan tidak keberatan; 
Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim 
menunjuk berita acara perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dan 
menjadi bagian dari putusan ini;10 
PERTIMBANGAN HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana diuraikan tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon, dan 
ternyata upaya tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon telah menyatakan 
secara lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di 
kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 
91/Pdt.G/2016/PA.Sgm. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah 
kembali rukun; 
Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan 
mencabut surat permohonannya secara lisan setelah mempertimbangkan atas 
permohonan yang telah diajukan; 
 
10Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan 
No: 291/Pdt.G/2016/PA.Sgm., diperolah pada tanggal 15 Juli 2020, h. 3-4. 
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Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai 
pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan 
sesuai dengan pasal 271 Rv.; 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, 
maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; 
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan 
yangberlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;11 
MENETAPKAN 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya; 
2. Menyatakan perkara Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Sgm dicabut; 
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 
Rp. 291.000,-  (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). 
Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan 
Agama Sungguminasa, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2016 Masehi 
bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulakhir 1436 H., oleh Ahmad Jamil, S. Ag., 
sebagai Ketua Majelis, Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., dan Dr. Muhammad Najmi 
Fajri, S. Hl., M. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana 
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada 
hari itu juga, dengan dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas, sebagai panitera 
pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.12 
3. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Suami 
Impoten Pada Pengadilan Agama Sungguminasa  
Adapun pertimbangan hukum hakim pengadilan agama sungguminasa mengenai 
perceraian akibat suami impoten yaitu: 
1. Bahwa tergugat memang benar mengalami impoten.  
2. Bahwa itu terungkap sebagai sebuah fakta dan majelis hakim juga memikirkan 
dampak negatifnya bagi rumah tangga  
 
11Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan 
No: 291/Pdt.G/2016/PA.Sgm., diperolah pada tanggal 15 Juli 2020, h. 4-5. 
12Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan 
No: 291/Pdt.G/2016/PA.Sgm., diperolah pada tanggal 15 Juli 2020, h. 5. 
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3. Bahwa penggugat mempunyai alasan-alasan untuk bercerai.13 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana diuraikan tersebut di atas; 
Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon, dan 
ternyata upaya tersebut berhasil, selanjutnya Pemohon telah menyatakan secara 
lisan di persidangan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di 
kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 
91/Pdt.G/2016/PA.Sgm. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah 
kembali rukun; 
Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut 
surat permohonannya secara lisan setelah mempertimbangkan atas permohonan 
yang telah diajukan; 
Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada 
tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai 
dengan pasal 271 Rv.; 
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak 
bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya 
perkara dibebankan kepada Pemohon; 
Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku 
dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;14 
Pada bagian analisa akhir penulis mengambil satu kasus perceraian karena suami 
mengalami impoten karena berkaitan dengan tinjauan hukum Islam dan hukum 
positif terhadap perceraian karena suami tidak bisa memberikan nafkah bathin 
(impoten).  
Majelis hakim mengabulkan gugatan sebagaimana berikut: 
Pertama, gugatan Isteri terhadap suaminya bukanlah semata-mata karena tidak bisa 
memberikan nafkah bathin, akan tetapi suami juga melakukan perilaku-perilaku 
negatif seperti tempramental sehingga menimbulkan percekcokan dan perselisihan 
berkepanjangan oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut 
 
13Agus Salim Razak, Panmud Hukum Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, 
Sungguminasa, Wawancara, 10 Juli 2020. 
14Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan 
No: 291/Pdt.G/2016/PA.Sgm., diperolah pada tanggal 15 Juli 2020, h. 4-5. 
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telah sejalan dengan alasan perceraian sebagaimana yang dirumuskan oleh pasal 
19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI.  
Kedua, tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara 
resmi dan patut dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan 
disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) 
R.Bg perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek. Dengan demikian Hakim 
berkeyakinan bahwa apabila tergugatnya tidak hadir berarti secara hukum dia 
melepaskan haknya untuk membantah semua yang dikatakan oleh Isterinya, 
tergugat tidak hadir itu menjadi indikasi kuat bahwa tergugat sebenarnya 
mengakui itu terjadi, andaikata itu memang tidak benar tidak terjadi pasti 
suaminya datang membantah tapi suaminya tidak datang maka hakim menghukum 
dengan verstek.  
Ketiga, berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat serta dikuatkan dengan saksi-
saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan berdasarkan pasal 309 R.Bg. 
Keempat, hakim mengabulkan gugatan penggugat yaitu Isteri “Pertama” 
berdasarkan pasal 19 (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 (f) KHI, bahwa 
berdasarkan fakta perselisihan pertengkaran dan adanya saling tidak 
mempedulikan serta ketidakmampuan tergugat untuk melakukan hubungan suami 
Isteri maka hakim berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-
satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak. “Kedua” berdasarkan rujukan kitab 
sirojul wahaj yang menyatakan karena tergugat selaku suami tidak mampu 
melakukan hubungan suami Isteri (impoten) maka Isteri memiliki hak untuk 
memutuskan perkawinannya. Dan “Ketiga” pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang 
menyatakan secara global bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak 
sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga 
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.  
D. Penutup 
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Hukum Islam tentang perceraian dengan alasan suami impoten diperbolehkan oleh 
hukum. Tidak ada fasakh dalam nikah karena ada rasa malu, tetapi hukum Islam 
membolehkan seorang perempuan untuk memilih cerai dari suaminya yang tidak 
berdaya, atas dasar kompromi nilai atau konsep boleh-boleh saja sepanjang tidak 
bertentangan dengan maqasid syariah. Karena hakim dalam putusannya mengacu 
pada kitab Sirojul Wahaj, hal itu diperbolehkan atas dasar pertimbangan 
kemanfaatan secara umum. Menurut penulis, putusan hakim dalam perkara 
perceraian dengan alasan suami tidak berdaya, substansinya sesuai dengan 
maqasid syariah, yakni memberikan keadilan di rumah. Sudah sesuai dengan 
alasan perceraian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 19 huruf f) PP n ° 9 tahun 
1975 juncto pasal 116 f) KHI dan kitab Sirojul Wahajab. Dalam hal ini, penulis 
dapat menyimpulkan bahwa hakim mengabulkan gugatan penggugat atas dasar 
peninjauan kembali hukum Islam dan hukum perkawinan dan peraturan 
pemerintah yang tidak memberikan putusan lain yang mencegah pengabaian hak 
asasi manusia yang seharusnya diperoleh istri. . 
Perlu diadakannya sosialisai baik media cetak, seminar ataupun majlis ta’lim 
terhadap pembahasan impotensi yang berakibat perceraian supaya warga tau ap 
aitu hubungan harmonis dan kepada isteri yang menemui kasus yang menyerupai, 
jangan cepat menuntut talak namun bermusyawarahlah dahulu. Pemuda maupun 
pemudi yang hendak melakukan perkawinan untuk lebih mempelajari makna 
mendalam dari tujuan perkawinan itu sendiri.  
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